BABIT
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belokang Masalah
Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan Usaha Kecil

ksi Presiden Republik Indonesia

ProgramPemberdaysan UKM  di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi
Kalimantan Baratdikelola olehSKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM dibawah bidang Koperssi Kabupaten Kapuss Hulu Provinsi
Kalimantan Barat Hingga saat ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi



(B

dan UKMKabupaten Kapuas Huolu Provinsi Kalimantan Barat telah menyalurkan

dana Pemberdayasn UKMseperti yang terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Penerima Bantuan Pemberdayaan UKM Kabupaten Kapuas Hulu
2017-2018
Tahun Nnma Penerima Jumlah Alamat
Hantunn
2047 |, KM Muju Bersama | RpclE060,000 Embuloh
R A Kelompok | Rp 25000000 Putuiasibou Selatan
Hino. Warga
3. UKMHlls T SULOOC0 (0 Jomgkong
4, UKM Dion Rositz RpZa,000L000 Pustissihag
i KM Usaha | Rp 300000,000 Empunang
Swadnvn
Tumkzh ey, 135,000,000
e 1. UEM Riska Rp. 50000 0000 Badau
2. UEM INDAH Rp. 15.000.000 El.ln:qlm’
3. UKM Rita Bop 2400001 o0y Pulnssibm
i [ 4. UKM Jecan Pratams Rp. 15 000,000 Mo Bunmk
5. UEM DVunam Sport | Rp 200000000 Purtuis sibink
f. UKM Sinar Liniss T 200,000, 0600 Mensehah
Jumlah R L4 0007 1083
Sieriber | DinperimiagLopulim Kagnos Hulu, 3618

Tabel 1.1 mepunjukkan  kontnbusi Dings: Pepndustrian,  Perdagangan,
Koperast din UKMEabupaten Kapiias Holu Provinsi Kalimantan Bart pada
peningkatan  kesejahterasn. masyarakal  ekonomi  lemahdan  peningkatan
pertumbuhan ekonomi melalui Program pemberdavaan UKM telah dijalankan dan
menjangkan beberapa kecamutan, Dana tersebut disulurkan ke berbagai UKM
vang mengajukan proposal yang akan diseleksi dan dinyatakan layvak menerima
bantuzn pemberdayaan UKM. Kemudian kewajiban dari UKM setelah menerima

dana bantusn adalah melaksenakan kegiatan pelaporan penggunsan asset dan




kelola dana sedamgksn kewajiban dinos adalsh melaksunakan monitoring dan
pendampingan setelah dana rersebut tersalurkan hingga UKM tersebut mampu
memproduksi dan memasarkan hasil usahany.

Permasalahan yang terjadi adalah lemahnya pengawasan terfiadap sistem

kelola modal dan peluporan kinera u

Timur dan Kabupaten Murung R

Kapuas Hulu Memiliki luas wilayah 29,842 km® yang terbagi menjadi 23
kecamatan, yaitu:Badau,Batang Lupar, Pengkadan. Boyan Tanjung, Bunut Hilir,
Bunut Huly, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, Jongkong, Empanang, Hulu Gurung,

Kalis, Putussibau Selatan, Bika, Mentebah, Puring Kencana, Putussibau Utara,



Seberuang, Selimbau, Semitan, Silat Hilir, Silat Hulu dan Suhaid. Akses jalan
darat dan sungai daerah kecomatan masih tergolong minim, hanyva mengandalkan

sepeda motor dan motor air sedangkan untuk akses komunikasi. jaringan telepon
sudah menjangkan seluruh ibukota kecamaten di kabupaten Kapuss Hulu Provinsi

Kalimantan Barat seperti yang terlihat paddl gambar 1.1:

F"I ﬂ-= —l

Gambar 1.1Peta Kabupaten Kapuoas Hulu
Luas nya wilayah, banyak nya kecamatan dan pemukiman yang banyak di

daerah aliran sungni dun pedalaman menjadi kendala sulitnya Dinas Perindustrian,



perdagangan, Koperasi dan UKM  Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan
pengawasan terhadap bantuan modal ussha yang diberikan serta dari sisi UKM
yang dibina juga sulit untuk memberikan pelaporan karena terkendala lokasi

wiloyah yang berjauhan dengan ibukota kabupaten. Oleh sebab i, penulis

UKM olehDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten
Kapuas Hulu Provinsi Kalimaman Barat. Dalam penelitian ini akan

digunakanbahasa pemrograman PHP, HTML, JavaScript dan CSS. Untuk

databasemenggunakan MySQL serta menggunakan Apache sebagai Web

Server.



1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

. untwk merancang sistem InformasiMonitoring UKM binaan pada Dinas
Perindustrian. Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Kapuas Hulu
Provinsi Kalimantan Barat agar UKM binaan mampu melaporken secara

rutin dan akurat mengenai prograum bantian yang dibertkan.
mpaten Kapuas Hulu

.. u langsung aring UKM binaan pada
Dinas Perindustriany Perdagangan, Koperusi dan KM kabupaten Kapuas
hulu provinsi Kalimantan barat. Hal ini bertujuan untuk memperofeh atau
mendapatkan data yang diperlukan dan untuk mengetahui permasalahan



2. Wawancara (frnterview)

Secara langsung berinteraksi dan melakukan tanys jawab dengan pihak-
pihak yang berhubungan langsung dalam hal ini, sumber wawancara
adalah Bupak Rudi Hartono, SE. M:5i sebagai Kepala Biding Koperasi

pengujian.

1.6 Sistematika Penulisan
Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pokok

permasalahan yang dibahas, maka dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan



secara singkat isi dari BAB ke BAB sebanyak 5 (lima) BAB. Adapun sistematika
penulisan dari masing-masing BAB adalah sebagai berikut:
BAB I  PENDAHULUAN

Pada bab sstu penulis menggambar hal-hal yang umum terdiri dari:

yang nantinya dapat dipergunakan dan dimanfaatkon bagi pihak yang
membutuhkan dan berkepentingan dalam penerapan sistem tersebut,
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